
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan ClaetaMaerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propins, Djawa Barat (Berna Negara Tahun 
1950), 

3. Reglement Buiten Gewesten (RBg Sib/. 1927 NOITIO( 227): 

4. Regtement Indonesia yang Diperbarui (He/ Henerne 
lndonesische Regtement - HIR) sebagaimana diatur dalam 
Sib/. 1941 Nomor44J. 

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van 
Slrafrecht Sib/. 1915 Nomor 732) sebagaimana telah 
ditetapkan deogan Undang-Undang NOlllOr 1 Tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pldana; 

c. bahwa berdasarkan pe,timbangan sebagamana domaksud 
pada hurut a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bekasi tentang Bantuan Hukum di Lingl(ungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi 

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Welboek 
Stbl. 1847 Nomor 237); 

a. bahwa untuk ketertiban dalam penanganan bantuan hukum 
di luar pengadilan maupun masalah hukum yang berupa 
perkara atau sengketa d1 muka pengadilan yang terjadi d, 
lingkungan Pemerintah Kabupat&n Bekasi. perlu dilakukan 
pengaturan penanganan bantuan hukum febih lanJut 

b. bahwa Bag,an Hukum Sekrelanal Daerah Kabupaten 
Bekasi dalam penanganan bantuan hukum mempunya, 
tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penelahaan 
kasus hukum, memberikan bantuan hukum. pendapat 
hukum. per!Jmbangan hukum tertiadap permasalahan 
hukum baik yang mengarah kepada proses pengadilan 
(nonlitigasi) maupun sedang dalam proses pengadilan 
(litigas1J: 

SUPATI SEKASI, 

SANTUAN HUKUM 

TENT ANG 

NOMOR 2tl TA.'fil?i 201C 

PERATURAN SUPATI SEKASI 

Mengingat 

Menimbang 



11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tlfldak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nornor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah d1ubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtik Indonesia Nomor 41 SO). 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tenlang Keporisian 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republrk 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Repubkk Indonesia Nomor 4168). 

13. Undang-Undang Nome< 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4282), 

- 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Albttrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Noma< 138, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara sebagaimana lelah dlUbah bellerapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 
2009 tenlang Perubahan Kedua atas Undang-Unda,,g 
Nomor 5 T ahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2009 
Noma< 160, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5079); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahk.amah 
Agung (lembaran Negara Repubt1k Indonesia T anun 1985 
Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republil< 
Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 5 T ahun 2004 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nano, 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Noma< 4359); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1SM 
Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang.Undang Nomor 8 T ahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4379); 

6 Undang-Undang Nomo, 8 Tahun 1981 lentang HuktJm 
Acara Pldana [lembaran Negara Rep<Jbbk Indonesia 
Tahun 1981 Nomot 76. Tambahan Lembaran Negara 
Repubfi!( Indonesia Nomor 3209): 



19. Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemenntahan anta.ra Pemetintah, 
Pemerintahan Daerah P.rovinsi. Dan Pemerintahan Daerah 
KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 N00101 82. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

?O Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemenntahan Kabupaten Bekas, 
(Lembaran Daerah Tahun 2008 N001019 Sen D, Tambahan 
Lernbaran Daerah Nomor 46); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi N0010r 2 Tahun 2009 
tenlang Pembentukan Peraturan Daerah (lernbaran 
Daerah Kabupaten Bekas1 Tahun 2009 Nomor 2); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bel<asi NOfOOf 7 Tahun 2009 
tentang Organisas, Perangkat Daerah Kabupaten Bekas, 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 NOfnOf 
7); 

- 

18. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 rentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pldana 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nornor 
36. T ambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia 
Nomor 3258), 

17. Undang-Undang NomOf 37 Tahun 2004 tootang Kepairitan 
dan Penundaan Kewa11ban Pembayaran Utang (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 131 
Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Repubfik 
Indonesia Nomo, 4443); 

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerlntahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Unda.ng N0010r 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
N0010r 32 Tahun 2004 tentang Pemefintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N0010r 
59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844): 

14 Undang-Undang No<nor 4 Tahun 2004 1eniang KekQasaan 
Kehaltman (lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 
2004 Nooior 8. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4358); 

15. Undang-Undang N= 16 Tahun 2004 tentang KeJ3k$aan 
(Lernbaran Negara Republik lndones,a Tahun 2004 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4401 ). 



10. Masalah hukum adatah masalah yang bmbul sebagai aktbat dan pelaksanaan 
tugas dan rungs, pemerintahan baik yang mengarah pada proses pengadrlan, 
sedang dalam proses pengadilan ma14'U'l setelah adanya putusan pengadnan 

8. Bagian Hukum adalah Bag,an Hukum Sekretariat Oaerah Kabupaten Bekasi. 

9. Bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum kepada pejabal Kepala 
Oesa atau pegawal yang menghadapi masalah hukum dalam pelal<Sanaan 
tugas dan fungsinya. 

7, Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selan1utnya disebut SKPO adalah SKPO 
di lingkungan Pemenntah Kabupaten Bekasi. 

Oalam Peraturan 8upatr 1ni yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten 8ekasi. 

2. Pemerintah Daerah adalah 8upah dan perangkat daerah sebaga1 unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah 

3. Bupati ada.lah Bupaf Bekasi 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Bekas,. 

5. Pejabat adalah pegawal negen sipil yang diangkat dalam jabalan 
struktural/fungsional d1 lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kepala 
Desa di Kabupaten Bekasi. 

6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lin9kungan Pemerintah Kabupaten 
Bekasi dan pegawai di lingkungan Pemenntahan Oesa. 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN· 

PERATURAN 8UPATI TENTANG BANTUAN HUKUM. Menetapkan 

23 Peratur:an Bupab Bekas, Nomor 148 Tahon 2007 rentang 
Mekamsme Penyusunan Produk Hukum Oaerah di 
Lingkungan Pemenntah Kabupaten 8ekas• (Serita Daerah 
Kabvpaten Bekasi Nome< 148); 

24 Peraturan 8upati Bekas, Nomor 19 Tahun 2009 tentang 
Organ,sasi dan Tata Kel)a Sekretanat Oaerah (Berita 
Oaerah Kabupaten 8ekasi Tahun 2009 Nomor 19). 



(4) Oalam rangka pembinaan bantuan hul<um, Bagian Hukum dapat rnengundang 
narasumber atau pakar dan akademis,. biro!<rasi pejabat maupun 
perseorangan yang berkompeten di bidangnya 

(1) Oalam rangka mengantisipasi, menghmdari dan rnengatasi teljadmya masalah 
hukum pe~u dilakukan pembinaan bantuan hukum secara 1ntensif dan 
berkeslnambungan. 

(2) Pembinaan bantuan hukum sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam bentuk penyuluhan. sosialisasi dan penyebarluasan infonnasi hukum dan 
peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum. 

(S) Pembinaan baniuan hukum sebaqaenana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh Bagian Hukum. 

Pasal5 

a. penanganan bamuan hukum yang mengarah pada proses pengad1lan; 
b. penanganan bantuan hukum yang sedang dalam proses pengadilan, clan 
c. penanganan bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan. 

Penanganan bantuan hukum terdiri dan: 

Pasal4 

(2) Permmtaan bantuan hukum dilakukan oleh Kepala SKPO dan Kepala Oesa 
kepada Sekretaris Oaerah melalui Bagian Hukum. 

(1) Bantuan Hukum seoaga,mana d1maksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh 
Bagian Hukum. 

Pasal3 

Pasal2 

Ban!\lan hukum diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat. kepala oesa, 
dan/atau pegawai yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas <Ian 
fungs1nya 

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 

BABU 



Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah: 

a. nasihat hukum khususnya mengenat hak dan kewajiban saksi atau tersangka 
dan/atau lerdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan; 

b. konsultasi hukum yang berkartan dengan rnateri bndak pidana umum; 
c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana ya.ng harus diperhatikan 

oleh saksi, ahli, tersangka dan/atau terdal<wa 
d. pendampingan saksi dan ahli di kepol,sian dan/atau keJaksaan; 
e. bantuan menyusunimenyiapkan maten tertulis untuk kepenUngan kesaksian: 
f. bantuan menyiapkan saksi dan alat buklJ bagi tersangka guna kepentingan 

pembelaan: 
g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pembenan bantuan hukum. 

Pasal9 

(1) Penanganan bantuan hukum sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 7. tethadap 
Bupati. Waktl Bupati dan Sekretaris Daerah dilakukan dengan cara memberikan 
disposisi kepada Kepala Bagian Hukum. 

(2) Penanganan bantuan hokum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
d1lakukan dengan oara Pejabat. Kepala Oesa dan pegawai mengajukan 
permohonan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepata Bagian 
Hukum. 

Pasal8 

Bantuan hukum yang dtbenkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabal Kepala Desa 
dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Passi 6. berkaitan dengan tugu 
kedinasan dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebaga, 
BupaU. Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Oesa dan pegawai aktif. 

Paul7 

(2) Bantuan hukum tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupab. Pejabat. Kepala Oesa dan pegawa1 
dilakukan olell Bagian Hukum. 

(1) Bupat,, WakH Bupau, Pejabat. Kepala Oesa dan pegawai y~ d~inta 
keterangannya dan/atau kesaksiannya dalam dugaan melakukan ttndak pidana 
umum dapat memohon bantuan hukum . 

Pasal6 

Petl<ara Tindak Pidana Umum 

Bagian Kesatu 

PENANGANAN PERKARA YANG YANG MENGARAH PAOA PROSES 
PENGADILAN (NONLfTIGASI) 

BAB Ill 



(1) Penanganan bantuan hukurn sebagaimana d1maksud dalam Pasal 13 terhadap 
Bupati. Wakil Bupati dan Sekretans Oaerah dllakukan dengan cara membenkan 
disposis• kepada Kepala Bagian Huklrn 

(2) Penanganan bantuan hukum selain sebagaimana d•maksud pada ayat (1 ), 
dilakuk.an dengan cara Pejabat. Kepala Oesa dan pegawai mengaJUkan 

Pasat 15 

Bantuan hukum yang diberikan kepada Bupati. Wakil Bupan, Peiabat. Kepala Desa 
dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. berbitan dengan tugas 
kedinasan dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan rnasih ber.rtatus sebagai 
Pejabat, Kepala Desa dan pegawai aktlf 

- Pasal 14 

(2) Bantuan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi kepada Bupati, Wa.kil 
Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawa, dilakukan oleh Bagian Hukum. 

(1) Bupati, Wakil Bupati, Peiabat. Kepala Desa dan pegawai yang diminla 
keterangannya danlatau kesaksiannya dalam dugaan tindak pidana korupsi 
dapat memohon bantuan hukurn . 

Pasal 13 

Dugaan Tindak Pidana Korups, 

Bagian Kedua 

(2) Pernberian bantuan hukum dalam pendampingan sebaga,mana dimaksud pada 
ayal (1 ), harus dilengkapi dengan surat tugas dan Sekretaris Daerah. 

(1) Bagian Hukum mendarnpingi Bupati. Wa.k1I Bupau. Pejaba.~ Kepala Desa dan 
pegawai yang diminta keteranganlkesaksiannya pada saat pemeriksaan 

Pasal 12 

llefdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apab1la memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Bagian Hukum me11y,apkan 
bantuan hukum yang dipe<iukan. 

Pasal 11 

menehll dan mempela;an permohonan bantuan penyelesa,an pertcaca. 
menefi11 dugaan bndak ptdana yang ddakukan Bupau. W#kd Bup~tt. Pe,abat. 
Kepala Desa dan pegawai yang disangkakan kepadanya 

a 
b. 

Permohooan bantuan hukum diberll<an Bagian Hukum setelatr 

Pasa.10 



Bantuan hukum bidang perdata dapat dlbenkan kepada Bupat,. Wal<Jl Bupati, 
Pejabat, Kepala Desa terhadap ma$alah keperdataan yang belum terdaftar dan 
diproses melalui peradilan. 

Pasal20 

Perkara Perdata 

Bagian Ketiga 

(1) Baglan Hukum mendampfngi Bupati, Wakil Bupati. Pe1abat Kepala Oesa dan 
pegawai yang diminta keteranganlkesaksiannya pada saat pemenksaan. 

-(2) Pemberian bantuan hukum dalam pendampingan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ). hams dilengkapi dengan surat tugas dan Sekretaris Oaerah 

Pasal19 

Berdasarkan penelttian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, apabila memenuhi 
kelentuan sel:>agaimana dimaksud datam Pasal 8, Bagian Hukum menyiapl<an 
bantuan hukum yang diperlukan 

Pasal 18 

Permohonan bantuan nukum diberikan Bagian Hukum setelah: 

a. meneliti dan mempelajari permohonan bantuan penyelesaian perkara; 
c, mene@ dugaan tindak pidana yang dilakukan Pejabat, Kepala Oesa dan 

peg.awai yang disangkakan kepadanya 

Pasal17 

g. 

d. 
e. 
f. 

b. 
c. 

a. 

Pemberian bantuan hukum sebagaunana dimaksud daJam Pasat 13, adatah 

nasihat hukum khususnya mengena, hak dan kewajiban saksi atau tersangka 
dan/atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeril<saan; 
konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi bndak pidana umum; 
pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperflabkan 
oleh saksi, ahli, tersangka danla1au terdakwa; 
pendamp,ngan saksi dan ahli di kepolisian dan/atau keiaksaan; 
bantuan menyusun/meny,apkan materi tertulis untuk kepentingan kesal<slan; 
bantuan menyiapkan saksi dan alat bukti bagi tersangka guna kepentingan 
pembelaan: 
hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum. 

Pasal 16 

permohonan kepada Sel<relans Daerah dengan tembusan Kepala Bagtan 
Hukum 



(1) Penanganan bantuan hukum sebagairnana dimaksud dalam Pasat 24. terhadap 
Bupati, Wakil Bupati dan Sekretans Oaerah dilakukan dengan cara memberikan 
d1sposisi kepada Kepala Bagian Hukum 

Pasal25 

(1) Bantuan hukum bidang Tata Usaha Negara (TUN} diberikan kepada pe,abat 
TUN yang menghadapi sengketa TUN sabelum 1erdaftar dan dtproses me!alu, 
peradilan TUN. 

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan oleh Bagian 
Hukum. 

Pasal24 

Petl<ara Tata Usaha Negara 

Bagian Keempat 

b. mengoordinasikanlmenyelesaikan metalui Jalur d1 luar pengadilan, antara Jain 
mediasi, konsiDasl. penilaian ahli, atau arbrtrase. 

Bantuan hukum sebaqaenana dimaksud dalam Pasal 20. dilakukan dengan cara . 

a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemoenan 
pendapat/ka)ian, nasihat dan saran d1 bidang hukum yang berpotensi 
menimbulkan gugatan; 

Pasal23 

(1) Penanganan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. terhadap 
BupaU. Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dilakukan dengan cara memberikan 
disPosisi kepada Kepala Bagian Hukum. 

(2) Penanganan bantuan hukum selain sebaga,mana dimaksud pada ayat (1 ). 
dilakukan dengan cara Pejabat, Kepala Oesa dan pegawai mengaJUkan 
permohonan kepada Sektetans Oaerah dengan tembusan Kepala Bagian 
Hukum. 

Pasat22 

(1) Bantuan hukum pennasaJahan petkara petdata kepada Bupali, Wakll Bupati, 
Pejabal Kepala Desa dan pegawai berkaitan dengan tugas kedinasan dan 
d,lakukan paoa waktu yang bersangkutan rnasm berstatus sebagai Peiabat. 
Kepala Desa can pegawal. 

(2) Bantuan hukum sebagaimana d,maksud pada ayat (1 ). dilakukan oleh Bagian 
Hukum 

Pasat 21 



a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak 
dan kewajiban tergugat maupun penggugal dan masalah yang menjad1 
obyek p011<ara; 

b. melakukan koordinasl dengan una kerja terkart dalam menyiapkan 
administrasi perkara yang sedang dllangam; 

(1) Bantuan hukum penyelesaian perkara sebagaimana d1maksud dalam Pasal 28. 
antara lain meliputi ; 

Pasal 30 

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bag,an 
Hokum. 

(1) Bantuan hukum penyelesaian perkara perdata kepada Bupab, Walol Bupab. 
Pejabat dan K!!pala Oesa berkaitan dengan tugas kedinasan dan dilakulcan 
pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebaga, Bupati, Wakil Bupati. 
Pejabat dan Kepala Oesa. 

Pasal29 

Bantuan hukum penyelesaian perkara perdata dapat dibenl<an kepada Bupati Wakll 
Bupati. Pejabat dan Kepala Desa ba,k sebagai penggugal maupun tergugat. 

Pasal28 

Penyelesaian Perkara Perdata 

Bag1an Kesatu 

PENANGANAN 8ANTUAN HUKUM 
YANG SEOANG DALAM PROSES PENGADILAN (LmGASI) 

BABN 

Pasaf 27 

Terhadap sengketa TUN yang gugatannya diajukan oleh Bupati. Wakil Bupati. 
Pejabat. Kepala Oesa dan pegawai, maka Pejabat. Kepala Oesa dan pegawa, yang 
mengajukan gugatan tersebut tidak dapat memperoleh bantuan hukum. 

Bantuan hukum sebagaimana di:naksud dalam Pasal 24. dibenkan untuk mewakili 
pejabat TUN dalam menyelesaikan pennasalahan dengan pihak-pihak yang merasa 
dirug,kan. 

Pasa126 

(2) Penanganan bantua11 ll<Ji<Wn seiain sebaga,mana dimaksud pada ayat (1), 
dilakullan deogan cara Per,ibat, Kepala Desa dan pegawai mengSjukan 
permohonan kepada Sekretans Daerah dengan tembusan Kepata Bagian 
Hukum. 



a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan 
kewajiban tergugat maupun penggugat dan masalah yang menjadi obyel( 
perkara; 

b. melakukan koordinasi dengan un~ keqa terkait dalam menyiapkan administras, 
perkara yang sedang ditanganl; 

c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukt1 pemeriksaan persidangan di 
pengadrlan; 

d. menyiapkan surat kuasa khusus un1uk berperkaradi pengadiJan: 
e. menyiapkan gugatan. jawaban. replok, duplik. saksi, bukb. kesimputan dan 

tindakan nukurn lain yang dipertukan dalam beracara dt pengadilan 

Bantuan hukum penyelesaian perkara sebagaimana drmaksud dalam PasaJ 32. 
antara lain meliputi : 

Pasal 33 

(2) Bantuan huk.um sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan oleh Bagran 
Hukum 

(1) Bantuan hukum diberikan kepada pejabat TUN yang menghadapi gugatan TUN 
dan/atau sebagai pemohon intervensi sesuai Undafl!>-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah drubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua alas Undang..Undang Nornor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pasal32 

Bagian Ket,ga 

Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara 

(1) Penanganan bantuan hukum sebagaimana d,~aksud daJam Pasal 28. lefhadap 
Bupab, Wakil Bupati dan Sekretaris Oaerah d1lakukan dengan cara membenkan 
disposisi kepada Kepala Bagian Hukum. 

(2) Penanganan bantuan hukum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
dilakukan dengan cara Pejabat. Kepala Oesa dan pegawai mengajukan 
pennohonan kepada Sekretaris Oaerah dengan tembusan Kepala Bagian 
Hukum. 

Pasal 31 

c menyial)l(an dokumen terlta~ sebaga, banan bul<t, pemenl<saan 
persidangan d, peng.,dilan: 

d. m<;nyiap1<an surat kuasa kllusus untuk berperkara d1 pengadaan; 
e. meny,apk.an gugatan. jawaban, replil<, duplik, saksi, bukb. kesimpulan dan 

tmdal<an hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan. 

(2) Bagian Hukum melapor1<an proses penyelesaian perkara kepada Bupatr melalu1 
Sekretaris Oaerah 



Pelaksanaan petusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat 
dlproses lebih lanjut setelah mendapat surat teguran {eanmaning) dari suatu 
lembaga perad,lan dan mendapat persetujuan pelaksanaan putusan serta sudah 
disetujul oleh pejabat yang berwenang. 

Pasat38 

Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah suatu perkara sebagaimaria 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 T ahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

Pasal37 

Tata Cara Petaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkelruatan Hukum Tetap 

Bagian Kesatu 

BABV 

PENANGANAN BANTUAN HUKUM 
SETElAH ADANY A PUTUSAN PENGAOILAN 

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud datam Pasal 37, adalah berupa 
penyusunan jawaban alas permohonan pengujian terhadap peraturan daerah. 

Pasal 36 

Bantuan hukum penanganan permohonan pengujian lerhadap peraturan daerah 
ditangani oleh Bagian Hukum setelah menenma disposisi dari Bupati/Sekretaris 
Daerah berdasarkan Surat Pembefitahuan Perkara dari Mahkamah Agung. 

Permohonan Pengujian Peraturan Oaerah di Mahkamah Agung 
(Judicial Review) 

Pasal35 

Bagian Keempat 

1) Penanganan bantuan hukum sebagaimana dmaksud dalam Pasal 32, 
temadap Bupati, Wakil Bupati dan Sektetaris Oaerah dilakukan dengan cara 
memberikan disposis1 kepada Kepala Bagian Hukum. 

(2) Penanganan bantuan hukum selain sebagaimana dimaksud pada aya! (1), 
dilakukan dengan cara Pejabat, Kepala Oesa dan pegawai mengaJu~an 
permohonan kepada Sekretaris Oaerah dengan tembusan Kepala Bagian 
Hukum. 

Pasal34 



(4) Dalam hal tertentu. anggota tim dapat berasal dari pejabat/pelaksana dari 
SKPD di lingkungan Pemenntah Kabupaten Bekasi yang mempunyai !afar 
belakang sarjana hukum dan mem,iiki kemampuan dlbidang bantuan hukOOl. 

(2) Tim sebagaimaria d1maksud pada ayat (1 ). dibenl\Jk setiap tahun yang 
dltetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Keanggotaan tim sebagaimana d,maksud pada ayat (1) adalah Sekretans 
Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kes,a, Kepala Bagian Hukum, para 
Kasubbag pada Bagian Hukum dan unsur pelaksana Sagian Hukum yang 
mempunyai !afar belakang sarjana hukum 

(1) Dalam meJaksanakan tugas pemberian bantuan hukum oleh Bagian Hukum. 
maka dibentuk Tim Pembenan Bantuan Hukum. 

Pasal41 

BABVI 

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 

(1) Bupati, Wakil BupatJ. Pejabat. Kepala Desa dan pegawai yang tidak terbukti 
melakukan tindak podana umum dan tindak pidana korupsi atau tert>ukfi tetap, 
bukan merupakan Undak podana umum maupun bndak pidana korupsi 
berdasarkan purusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
wajib direhabilitasi berupa pemulihan hak dan atau martabat Pejabat Kepala 
Desa dan pegawai yang bersangkutan. 

(2) Rehabil~asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 J di atas, drproses secara 
berjenjang sesua, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
dikoordinasikan dengan Bagian Hukum 

Pasal40 

Bagian Kedua 

Rehabilrtas, 

(2) 

Dalam hal potusan pengadllan yang lelah berkekuatan hukum tetap lidak tMsa 
dilaksanakan (nonexecutable), maka pe'1u menyampa•kan alasan kepada 
per,gadilan mengenat bdak dapat dilaksanal<annya putusan dimaksud 

Penyampaian alasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di alas, dapat 
dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan Surat Kuasa 
lama maupun Surat Kuasa baru bilamana diperfukan. 

(1) 

Pasal39 



(2) Jasa atas advokat sebaga, kuasa hukum sebagannana d1maksud pada ayat (1) 
ditanggung oleh yang bersangkutan. 

(3) Kepala Desa yang menunjuk advokat sebagai kuasa hukum, waj1b melaporkan 
perkembangan proses peradilannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum 

(1) Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa dalam menyelesa,kan petkara perdata 
dan tata usaha Negara yang lidak menggunakan bantuan hukum dari Bag.an 
Hukum dapat menggunakan jasa advokat sebaga, kuasa hukum 

Pasa145 - 
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 

Bagian Kedua 

Jasa alas advokat sebagai kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditanggung oleh yang bersangkutan. 

Pasal 44 

(2) Penggunaan jasa advokat tersebut diberitahukan kepada Sekfetans Daerah 
dengan tembusan kepada Bagian Hukum dengan surat yang dilampiri dengan 
asli dokumen kontrak penggunaan jasa advokat. 

(1) Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai yang menjacll 
leisangka atau terdakwa tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi dapat 
menggunakan jasa advokat. 

Pasal 43 

Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi 

JASA ADVOKA T 

Bagian Kesatu 

BAB VII 

(1) nm sebaga,mana dmaksud dalam Passi 41 dibenkan tambahan penghasilan 
seuap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2.) Tim dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh narasumber,yang 
mempunyai xompetensl di bidangnya atau dapat menggunakan jasa konsultan 
hukum/jasa advokat. 

Pasal42 



- 
Oitetapkan d1 Cikarang Pusat 
pada tanggal 21 Or." ber a: ,c 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupati ini mulai bertaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal49 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pasal 48 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VII 

Dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara. Bupati dapat 
mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Kepala Kejaksaan Negeri setaku 
Jaksa Pengacara Negara. 

Pasal47 

(1) T,m Pemberian Bantuan Hukum datam menangani perl<ara perdata dan tata 
usaha Negara dapat menggunakan jasa advokat. 

(2) Biaya atas jasa advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal46 



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 

~ SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN BEKASI?, 

Diundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal '"'1 "k ccc.r "'", 0 

H. SA'DUDDIN 

ltd 

BUPATI BEKASI 

Oiletaj)kan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 21 Oldober 2010 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 8upab oru 
dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Bekasi 

Pasal 49 

Segala biaya yan9 d,pertukan unwk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibeban.kan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBD). 

Pasal48 

BABXJ 

KETENTUAN PENUTUP 


